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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu
kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penyediaan lahan
demi kepentingan umum (Naryana, Sudibyanung, Pinuji 2020, 165).
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari empat tahapan, yakni
perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pada tahapan
pelaksanaan pengadaan tanah demi kepentingan umum terdapat kegiatan ganti
kerugian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah penggantian
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan/atau pengguna
barang dalam proses pengadaan tanah. Dalam proses pengadaan tanah yang
dimaksud dengan ganti kerugian adalah pihak yang berhak memperoleh
penggantian yang layak dan adil. Layak dan adil merupakan kata kuncinya,
atau dapat dimaknai sebagai pemberian ganti kerugian memiliki standar.

Pentingnya nilai ganti kerugian bagi pemegang hak atas tanah terletak
pada konsep pemikiran masyarakat bahwa tanah merupakan sumber kehidupan
bagi manusia. Makna dari tanah itu sendiri diketahui memiliki nilai ekonomis
disamping itu tanah juga memiliki nilai sosial. Bagi masyarakat umum tanah
juga mempunyai keterkaitan dengan nilai-nilai religius, sehingga
pengambilalihan tanah oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak
ekonomi maupun sosial yang diakibatkannya. Penghidupan masyarakat sangat
bergantung pada tanah otomatis akan kehilangan sumber mata pencahariannya.
Jika tanah yang dikelola akan dicabut maka akan berpotensi besar menurunkan
tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak. Hal ini mengakibatkan adanya
penolakan dari masyarakat yang menguasai dan mempunyai hak milik atas
tanah yang hendak digunakan oleh pemerintah guna pembangunan

infrastruktur.



Menurut Sari (2019), Pada pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan
Tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosono—Mantingan Il yang telah selesai
dikerjakan terdapat berbagai permasalahan. Terutama permasalahan ganti
kerugian yang layak untuk tanah wakaf yang belum diberikan. Maka dapat
diasumsikan bahwa besaran bentuk ganti kerugian tanah wakafnya dititipkan di
Pengadilan Negeri setempat, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 89 yang menyatakan bahwa apabila tidak
memperoleh kata sepakat dalam musyawarah ganti kerugian, maka instansi
yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian
kepada ketua pengadilan negeri. Bentuk ganti kerugian yang dimaksud berupa
uang dari hasil penilaian atas nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh
ketua pelaksana pengadaan tanah. Selanjutnya pelaksanaan penitipan ganti
kerugian tersebut dimuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian.
Permasalahan terkait ganti kerugian tanah wakaf juga terdapat pada
pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api Yogyakarta International
Airport (YIA). Hal ini, dapat diketahui dalam surat kabar Harianjogja.com
pada bulan September tahun 2020 yang menyebutkan bahwa proses
pembayaran ganti rugi bagi warga terdampak pembangunan jalur kereta api
(KA) dari Yogyakarta International Airport (Y1A) Kapanewon Temon, menuju
stasiun Kedundang Kulon progo hampir rampung. Dari total 560 bidang lahan
terdampak Desa Glagah, Desa Kalidengen, Desa Kaligintung, dan Desa Kulur,
di Kecamatan Temon, sebanyak 485 bidang di antaranya sudah dibayarkan dan
sisanya sebanyak 75 bidang belum dibayarkan. Bidang tanah yang dimaksud
terdiri dari tanah perorangan, tanah pemerintah, tanah kas desa, dan tanah
wakaf. Salah satu kendalanya adalah pembayaran ganti kerugian pada
pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api Y1A terhadap tanah wakaf.
Terkait pihak yang terdampak pengadaan tanah, pelaksanaan ganti
kerugian mengenai tanah wakaf sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Peraturan yang mengatur atas hal tersebut telah dibentuk dan
mengalami perubahan mengikuti perkembangan dan percepatan pembangunan

saat ini. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu bagi objek hak



atas tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah terdapat kebijakan yang diatur
dalam pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang
menyatakan bahwa untuk tanah wakaf yang memiliki luas dibawah 5.000 m?,
maka izin tertulis dalam pelepasan haknya hanya perlu diajukan kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat. Hal ini merupakan upaya dari
pemerintah dalam memangkas prosedur pengadaan tanah berupa perizinan/
persetujuan dari kementerian terkait. Setelah dipangkasnya proses izin tersebut,
maka diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan pelepasan haknya.

Proses ganti kerugian atas tanah perorangan hanya perlu dilakukan
dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berhak
dengan pihak yang memerlukan tanah. Apabila dalam musyawarah ganti
kerugian diperoleh kata sepakat, maka pihak yang berhak mendapatkan ganti
kerugian yang layak. Selanjutnya, ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor
Pertanahan dengan melepaskan haknya. Berbeda halnya pada objek tanah
wakaf, dimana tidak hanya melalui proses musyawarah ganti kerugian
melainkan perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari instansi terkait yang
sangat menentukan keabsahannya sehingga memakan waktu yang sangat
panjang. Hal ini senada dengan pendapat Sudirman (2014, 536) yang
menyatakan bahwa mekanisme dalam proses ganti kerugian dari tanah wakaf
lebih sulit dari pada tanah perseorangan pada umumnya.

Bentuk ganti kerugian yang diberikan terhadap tanah wakaf berupa tanah
pengganti yang nilai dan manfaatnya sama dengan harta benda wakaf yang
semula. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Namun, pada kenyataannya nilai ganti
kerugian dalam proses ganti kerugian pemilihan harta benda wakaf pengganti
belum sesuai dengan nilai ganti kerugian, ditambah lagi dalam proses
pelepasan hak tanah wakaf yang terdampak pengadaan tanah bukan hanya

melalui kesepakatan dari kedua belah pihak tetapi harus mendapat izin terlebih



dahulu oleh Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia atau
pejabat lainnya yang berwenang.

Wakaf tanah merupakan ibadah sosial di dalam Islam yang berkaitan
dengan Hukum Tanah Nasional yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal (49) yang menyebutkan
bahwa negara menjamin perlindungan hukum atas perwakafan tanah milik.
Keberadaan tanah wakaf mendapat pengakuan dan perlindungan hukum secara
khusus dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga menjamin terhadap badan-
badan keagamaan dalam hal memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan
dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Keberadaan tanah wakaf
tidak terlepas dari pada wakif yang menyerahkan kepada seseorang atau
organisasi sosial keagamaan atau badan hukum untuk mengelola harta benda
tersebut. Hal ini ditujukan kepada Nazhir yang memiliki tugas mulia dalam
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya. Nazhir bertugas mengawasi dan melindungi harta
benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Selain itu juga
Nazhir memiliki hak atas harta kebendaan wakaf dengan nilai 10 persen dari
pendapatan bersih atas pengelolaan dan mengembangan harta benda wakaf.
Hal ini sejalan dengan Pasal 12 UU No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan terhadap salah seorang panitia
pengadaan tanah proyek pembangunan jalur kereta api YIA, terdapat objek
tanah wakaf yang dikuasai oleh 2 organisasi sosial keagamaan yakni
Persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dimana ada yang
dapat diberikan ganti kerugian terhadap tanah wakaf dan ada yang sama sekali
belum diberikan ganti kerugian. Hal ini disebabkan nazhirnya enggan untuk
menyerahkan atau memutuskan hubungan hukum dengan tanah tersebut hanya
bagi objek tanah wakaf yang terdampak saja tetapi meminta ganti kerugian
secara keseluruhan atas tanah tersebut. Sedangkan pada ganti kerugian tanah
wakaf pada lokasi pembangunan jalur kereta api YIA dapat diberikan ganti
kerugian terhadap pihak yang berhak secara keseluruhan tanah tersebut baik

tanah yang terdampak maupun tanah sisanya berupa tanah pengganti.



Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Perspektif Subjek Hak Tanah Wakaf Pada Pelaksanaan
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta
Api YIA”,

. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas dapat dimaknai bahwa proses ganti kerugian
tanah wakaf merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengadaan tanah,
yang memakan waktu cukup lama melalui mekanisme yang dilakukan secara
berulang-ulang dan panjang. Mengenai pelaksanaan ganti kerugian tentunya
sering terjadi penolakan dari masyarakat. Hal ini merupakan kejadian yang
sering terjadi dalam pelaksanaan ganti kerugian sehingga perlu dikaji lebih
lanjut mengenai permasalahan dasar dari kegiatan ganti kerugian atas tanah
wakaf.

Mengenai pelaksanaan ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk
pembangunan jalur kereta api akses YIA sampai saat ini belum terselesaikan.
Prioritas dalam pelaksanaan ganti kerugian lebih didahulukan kepada tanah
milik perorangan yang dikarenakan proses pemberian ganti kerugian lebih
mudah. Penelitian ini lebih difokuskan pada permasalahan terkait proses ganti
kerugian terhadap objek tanah wakaf. Sehingga langkah awal yang perlu
dilakukan dengan mengidentifikasi perspektif dari pihak yang berhak (nazhir)
dan para pihak yang terkait di dalamnya pada pelaksanaan ganti kerugian tanah
wakaf. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui respon, tanggapan dan
hal apa saja yang mendasari pihak yang berhak dalam menyikapi pelaksanaan
ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api Y1A

di Kabupaten Kulon Progo.

. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Mengetahui perspektif pihak yang berhak (hazhir) atas ganti kerugian pada
pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api Yogyakarta
International Airport (YIA).



2. Memahami proses pelaksanaan ganti kerugian khusus untuk tanah wakaf
pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat akademis:
Diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan tentang perspektif
pihak yang berhak (nazhir) pada kegiatan pengadaan tanah.

2. Manfaat Praktis:
Diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam
menyelesaikan ganti kerugian atas tanah wakaf dan diharapkan pihak yang
berhak mendapat ganti kerugian atas tanah wakaf.

3. Manfaat untuk STPN:
Diharapkan dapat menambah sumber literatur dalam permasalahan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada objek tanah wakaf dari

perspektif pihak yang berhak (Nazhir).



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Pandangan/tanggapan pihak yang berhak (nazhir) atas pelaksanaan ganti

kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api Yogyakarta

International Airport diantaranya:
a. Nahdlatul Ulama:

Pihak Nahdlatul Ulama ingin meminta ganti kerugian secara utuh atas
tanah wakaf yang peruntukannya rencana pembangunan Rumah Sakit
Nahdlatul Ulama Kulon Progo yang sejalan dengan Pasal 35 Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bahwa untuk
bidang tanah yang terkena pengadaan tanah terdapat tanah sisa yang tidak
dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya maka pihak
yang berhak dapat mengajukan ganti kerugian atas tanah tersebut.
Dimana Syarat minimum untuk membangun Rumah Sakit Tipe C adalah
3.500 m?. Namun tidak dapat di kabulkan oleh pihak yang memerlukan

tanah.

. Pihak Nahdlatul Ulama bersedia sebagian tanahnya dipergunakan untuk

pembangunan jalur kereta api dengan tanah pengganti yang tidak terpisah
dari tanah wakaf tersebut baik di sebelah utara maupun selatan sesuai
dengan luas yang dipergunakan untuk pembangunan jalur kereta api yang
berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut
Crossing Jalur KA Bandara Kulon Progo Dengan Rumah Sakit NU
Kabupaten Kulon Progo Nomor: BA/20/BTP/JTG-DIY/XI1/2018 tanggal
26 Desember 2018.

Pihak Nahdlatul Ulama membentuk Tim Percepatan Pembangunan
Rumah Sakit NU berdasarkan Surat Keputusan Ketua PCNU Kabupaten
Kulon Progo Nomor: 21.007/SK/AB.C/A.11/Syur-Tanf/11/2021 Tentang
Tim Percepatan Pembangunan Rumah Sakit NU (TPPRS NU) yang
bertugas melakukan pendekatan dan bernegosiasi dengan masyarakat

untuk mencari tanah pengganti ditempat lain.

b. Muhammadiyah:

Pihak muhammadiyah memahami bentuk ganti kerugian yang senilai
berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 25
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Tahun 2018 bahwa nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang
sama dengan harta benda wakaf semula. Senilai itu jika harga tanah
penggantinya lebih murah otomatis tanah tersebut yang didapat lebih luas
hal ini akan menguntungkan bagi pihak yang berhak tetapi jika harga
tanah pengganti yang peroleh itu lebih mahal maka luas tanah yang
diperoleh lebih kecil maka hal ini akan merugikan bagi pihak yang
berhak.

ii. Pihak muhammadiyah menggambarkan bahwa dalam ganti kerugian
untuk harga sekarang itu dinilai lebih menguntungkan karena lokasi yang
strategis, penggunaannya lebih optimal dan mendapatkan bangunan yang
lebih baik yakni harga nilai bangunannya dihitung dua kali lipat dari nilai
bangunan sebelumnya. Namun untuk beberapa tahun ke depan dinilai
merugikan karena letak tanah pengganti yang nantinya berada di bawah
jalan fly over sehingga harga tanahnya menurun dan hanya masyarakat
sekitar yang dapat menggunakan masjid tersebut.

2. Pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf pada pengadaan tanah untuk
pembangunan jalur kereta YIA pada dasarnya tanah penggantinya tidak bisa
dikonsinyasi, yang artinya harus diberikan ganti kerugian. Berikut ini tanah
wakaf yang terdampak pengadaan tanah jalur KA YIA yaitu:

a. Bagi tanah wakaf milik Muhammadiyah hanya menunggu Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang pemberian izin perubahan status harta benda wakaf yang telah
direvisi. Dimana tanah pengganti yang diperoleh merupakan tanah kas desa
yang memerlukan izin gubernur terlebih dahulu sehingga harus melewati
mekanisme perizinan yang panjang dan memakan waktu yang lama.

b. Bagi tanah wakaf milik Nahdlatul Ulama masih belum menemukan tanah
pengganti, dimana saat ini Tim percepatan Pembangunan Rumah Sakit
Nahdlatul Ulama terus berupaya mencari calon tanah pengganti lainnya.
Dengan mekanisme seperti ini justru semakin memperpanjang tahapan
dalam pemberian ganti kerugian dan memakan waktu yang cukup lama
sehingga Balai Teknik Perkeretaapian Kelas | Wilayah Jawa Bagian Tengah
perlu melakukan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi selama 1
tahun.
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B. SARAN

1.

Terkait penyelesaian pemberian ganti kerugian atas tanah wakaf milik
Nahdlatul Ulama dapat juga dilakukan dengan memberikan ganti kerugian
atas tanah sisa berdasarkan pasal 35 UU Nomor 2 tahun 2012. Hal ini dapat
mempermudah pihak yang memerlukan tanah dalam mencari tanah pengganti
dengan lokasi yang baru dan harga yang lebih terjangkau.

Mengenai rapat dalam menentukan tanah pengganti atas tanah wakaf milik
Nahdlatul Ulama perlu kerja sama yang baik antara Kementerian terkait
seperti Kementerian Perhubungan dengan Kementerian ATR/BPN dan
Kementerian Agama Serta Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa
untuk mensukseskan PSN tersebut.

Pada perencanaan pengadaan tanah pihak yang memerlukan tanah perlu
menyiapkan beberapa alternatif konkrit dalam hal tanah pengganti terutama
untuk tanah - tanah yang bersifat publik seperti tanah wakaf serta dilakukan
pendekatan melalui negosiasi harga di awal kepada masyarakat (land
frezzing).

Penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum perlu ditinjau kembali dengan mempertajam Pasal
70 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dalam hal bidang tanah sisa
yang terkena pengadaan tanah. Selain diatur berdasarkan luas, perlu juga
diatur berdasarkan penggunaannya terutama bagi tanah wakaf yang
penggunaannya untuk kepentingan sosial lainnya seperti rumah sakit yang
tidak dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.
Sebagai contoh bahwa syarat untuk membangun rumah sakit tipe C

membutuhkan tanah minimal 3.500 m?.
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Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran
Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/1/2010 tentang Perizinan
Rumah Sakit;

Juknis Ruislagh Benda Wakaf (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam) Nomor 659 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan lzin
Tukar MeNahdlatul Ulamakar Harta Benda Wakaf;

Perubahan Juknis Ruislagh Benda Wakaf (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam) Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda
Wakaf;

Kompilasi Hukum Islam Buku Il Tentang Perwakafan;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang
Pemanfaatan Tanah Desa;
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